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Abstract: The public sector organization in giving servicesto public is not tends standardization
yet. The purpose of using the standardization of public sector organization is to raise the public
services performance. Intheterm of preparing the standardization isas one of the alternative way to
increase the performance through revitalization. Public sector revitalization should be arranged by
the strategic plan according to the conception of public administration with the final result that the
strategic plan can be implemented by the bureaucracy in area. Besides, the truth in choosing the
academic study is as the guidance in arranging strategic plan with excellent services standardiza-
tion. So that, the arrangement process of strategic plan considering the right external and internal
variable and also the tool’s analysis which used in the concept. By using variable and tool’s analy-
sis, the excellent services can be implemented and being responsible to public.
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Organisasi baik di bidang swasta maupun publik
dihadapkan pada pilihan pelayanan yang ditujukan
kepada masyarakat. Beberapa aternatif pilihan
pelayanan publik dapat diklasfikas kan berdasarkan
sandarisad tertentu yaitu: tandard pelayananmini-
mal, standard pelayanan prima atau exellent dan
standard pelayanan internasional (1S0).

Pelayanan publik dapat diklasifikasikan
kedalam pelayanan dasar dan pelayanan wgjib.
Pelayanan dasar dimaksud dalam pelayanan publik
yaitu pelayanan pendidikan, pel ayanan kesehatan.
Kedua pelayanan pertama merupakan orientasi
pembangunan, khususnyapembangunan manusia.
Berdasarkan index Human Resorces Devel opment
(IHRD) di Indonesiamasuk dalam peringkat ke 112,
sedangkan untuk HRD untuk Negara Singapura
padaperingkat 60 dan HRD di negaraMalaysia
padaperingkat 70.

Berdasarkan IHRD tersebut menenjukkan
kemampuan pengembangan sumberdayamanusia
masihjauhtertinggal, ha ini disebabkan pelayanan
dasar khususnya bidang pendidikan belum mampu
merubah kemampuan sumberdayamanusiasecara
nasiona. Sebagaimanadikemukakan oleh Eugene
Mc.Gregor ddam Denhardt (1987:12) menyaran-
kan bahwadadam duniamodern terdapat tigatujuan
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dikaitkan dengan warganegaradan karier pdayanan
publik: pertama, warganegaradan keterwakilannya
harusmendukung pelayanan publik, kedua, mere-
ka harus mengembangkanformeas modd dpil ddam
manawarganegaraterlibat dalam proseskebijakan,
ketiga, perludireformas pelayanan publik daripada
mereformasi pelayanan sipil, idenyamelakukan
perubahan dalam s stem pemerintahan danlembaga
pel ayanan, sedangkan pelayanan sipil merupakan
bagian kecil. Adapun karir pelayan publik adalah
ahli dan memahami masaah-masd ah publik

Karir pelayan publlik ddam memahami per-
masal ahan publik dalam pembangunan dan dalam
departementas Pelayanan yang penting di erapem-
bangunan adal ah pel ayanan perijinan. Pelayanan
dasar dan pelayanan perijinan merupakan pelayanan
yang harusmemiliki sandarisas tertentu. Penentuan
standarisasi pelayanan memuhi peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

Implementas peraturan  perundang-unda
ngan pada dasarnya mensyaratkan keterlibatan
masyarakat dalam menyusun sandarisas pelayanan.
Standarisas pelayanan dilakukan oleh pelayan
publik dengan mel akukan perubahan spirit adminis-
tras publik (Frederickson, 1997,.83 ddam Ekowanti,
2004, h. 64) bahwa: spirit administrasi publik ber-
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geser dari birokrasi yaitu: (1). Rowing, (2). Service,
(3). Monopaly, (4). Hierarchy, (5). Role-driven, (6).
Budgeting inputs, (7). Bureaucracy-driven, (8).
Spending, (9). Curing, (10). Organization menuju
spirit governance yaitu: (1). Steering, (2).
Empowering, (3). Competition, (4). Misson-driven,
(5). Funding outcomes, (6). Customer-driven, (7).
Earning, (8). Preventing, (9). Teamwork/
participation, (10). Market.

Organisas publik mempunyai spirit rowing
yaitu mengayuh artinyabirokras memenuhi semua
kebutuhan masyarakat, padahal kebutuhan masya-
rakat sangat |uas, sehingga kedepan pemerintah
bukan sebagal penyediakebutuhan akan tetapi se-
bagal pengarah (steering) atau memfasilitas kebu-
tuhan masyarakat. Pemerintah juga bukan lagi
sebagal pelayan akan tetapi |ebih ditekankan pada
kemampuan pemerintah untuk memberdayakan
masyarakat sebagal aktudisas dari kegiatanfasilites.
Denganluasnyakebutuhan masyarakat bukan berarti
pemerintah dapat melakukan monopoli, artinya
monopoli (monopoly) dapat dilakukan oleh
pemerintah untuk ha-ha bersfat Srategisyang harus
dimiliki oleh negara dan didistribusikan untuk
masyarakat |uas. Untuk itu, penyediaan akan kebu-
tuhan masyarakat dgpat dilakukan melaui kompetis
(competition) bagi stakeholder. Pemberian pelaya-
nan berdasarkan hirarkhi yang selamaini dilakukan
oleh pemerintah maka kedepan diutamakan
berdasarakan misi. Demikian halnya, kebiasaan
pemerintah untuk menghabi skan anggaran, kedepan
berorientasi pada mendapatkan pendapatan
(funding outcomes). Sebagai konsekwensinya,
pemerintah memberikan layanan atau memproduks
barang publik berdasar kepuasan pelanggan
(costumer driven) daripadamemenunhi birokrasi.
Orientasi birokras adalah pasar dan mengedepan-
kan preventif sertabekerjaberdasarkan teamwork
(Ekowanti, 2004, 65).

Spiritadministras publik yang berorientas
pada governance diharapkan mampu membentuk
perilaku profesional. Menutut Cigler (1990, 637)
padatahun 1977 di komis peayanan sipil Amerika
Serikat melaporkan bahwa 93 % dalam pemerinta-
hannasond memiliki skedul umum dengantingkatan
18 % bergelar sarjana, 63,4 % (150.000) bergelar
master, 24,4 % ( 22.000) bergelar doktor. Pada
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tahun 1950 birokrat lokal dan state tumbuh menjadi
profesional dan meluas sampai dengan tahun
1970an. K ebutuhan akan profesionalisasi dalam
pelayanan publik menjadi hal penting bagi pemerin-
tahan di Amerika Serikat untuk itu berbagai upaya
dilakukan dalam mengantisipas decline terhadap
kepercayaan pemerintah dan respek terhadap
birokras.

Suatu organisas yang hidupnyabergantung
padapublik ataulingkungan, makaakan mempertim-
bangkan berbagal tuntutan dari publik dalam mem-
berikan layanan. Sistem organisas yang diadaptas
ada ah bergfat terbuka, yaitu organisas yang sangat
memperhatikan tentang lingkungan sebagal sumber
energi atau tuntutan hidup dan keberlanjutan
organisad.

Padasaat ini organisas yang masih meng-
gunakan sistem tertutup akan mempersulit dalam
mengembangkan usahanyabaik disektor pengadaan
barang (public goods) maupun dalam pengiriman
pelayanan publik (delivery services). Pengadaan
barang yang dilakukan baik oleh lembagapublik
seperti: BUMN, BUMD atau Perseroan Terbatas
yang dibentuk oleh pemerintah |okal maupun pe-
nyediabarang oleh swasta. Penyediaan barang yang
bersfa monopoli sekaligusjugadapeat disedikanoleh
swastaseperti: ligtrik, ar minum, telekomunikag, PT.
Semen Gresik, PT. Pertaminadanlain-lain.

Beberapa perusahaan dari [uar negeri telah
menawarkan kerjasamadengan Pemerintah Daerah
dalam penyediaan listrik berkapasitas rendah di
lingkungan komunitastertentu dengan menggunakan
air sebagai bahan bakarnya. Penyediaan teleko-
munikas oleh berbagai provider seperti: Axis, ESg,
3danlain-lain, merupakan salah satu bentuk model
persaingan yang telah berkembang di masyarakat
daammenyikapi tuntutan masyarakat yang semakin
cepat dalam penyediaan layanan publik.

Demikian halnya, layanan bentuk jasa,
seperti: pendidikan, kesehatan yang telah berkem-
bang pesat di Indonesia baik dari dalam negeri
maupun dari luar negeri. Untuk kasusjumlahlembaga
pendidikan dari luar negeri atau yang berafilias
denganluar negeri sampal dengan akhir 2008 di Kota
Surabayatelah mencapal kurang lebih 15 lembaga
pendidikan setingkat sekolah dasar, sekolahlanjutan
dan perguruantinggi.



Hal mendasar yang dipertanyakan adalah
fenomenayang terus berkembang dalam menga-
daptasi arus globalisasi dan keterbukaan dalam
antisipasi AFTA kedepan. Evaluasi terhadap per-
Sigpan saluruh lembagabaik swastamaupun publik
telah menyediakan barang publik maupun layanan
jasayang telahterstandarisas . Pertanyaan mendasar
ini adalah dengan melakukan revitalisasi dalam
mengembangkan organisas.

Revitalisasi Organisasi Sektor Publik Dengan
Rencana Strategik

Revitdisas sektor publik dimaksudkan ada
lahrevitdisas organisas sektor publik dalam penga:
daan barang maupun pelayanan publik berdasarkan
rencanastrategik atau memperbaiki. Kemampuan
organisad ddammerevitdisas organisas publik ter-
gantung padakemampuan organisas melaksanakan
tujuan organisasi berdasarkan rencana strategik
yang telah ditetgpkan oleh pembuat keputusan. Arti-
nya, setting pencapaian tujuan organisad telahdiren-
canakan secaramatang, efektif dan efisen sehingga
berdampak padakeberlanjutan organisas.Untuk itu,
upayamerevitalisasi organisasi dapat dilakukan
dengan: (1). Menyusunrencanastrategik organisas
publik, (2). Menyusun standarisas pelayanan prima

Rencanastrategik menurut John M.Bryson
sebagai manaterlihat padagambar 1 (1988, 50-51)
merupakan satu caramerevitadisas organisas sektor
publik dengan memperhatikan baik lingkungan
eksternal organisasi maupun lingkungan internal
organisad . Untuk itu John Bryson menyusun gambar
1renstrasebagal berikut:
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Berdasarkan bagan tersebut terlihat bahwa
organisas publik diharapkan memperhatikan: John
M.Bryson (46-59):

Pertama, lingkungan eksternal sebagai
sumber energi hidup organisad, yaitu: (1). Tekanan
yang dihadapi organisas mdlipuiti: (a). Palitik, eko-
nomi, teknologi bahwadesain renstramempertim-
bangkan perkembangan palitik, ekonomi di dalam
maupun di luar negeri, teknologi merupakan alat
yang digunakan oleh organisas sebagai memper-
cepat input datadan proses data sehinggamemper-
cepat proses pengambilan keputusan. (2). client
maupun customer (pelanggan). Artinya, klien
organisad diperhatikan sedangkan peangganterbagi
menjadi pelanggan lamadan baru. Adapun perla-
kuan bagi pelanggan lamadiberikan berbagal tawa-
ran menarik seperti: vouher atau discount dan lain-
lain agar tetap bergantung padaorganisas publik
dan membuka pel anggan baru untuk memperbesar
pasar sehinggarencanapel anggan sudah dapat diru-
muskan secaramatang dengan indikator pencapain-
nya. (3). Memprediks kemampuan organisas untuk
mel aksakan kegiatan dengan pilihan: (a). Kolaboras
dengan organisas lain yaitu didasarkan padakal ku-
las rasiond akan kemampuan organisas untuk men-
capal tujuan organisadi, (b). Kompetitif: yaitu ke-
mampuan organisas untuk dengan rasional memu-
tuskan bersaing dengan kompetitor lainnyadalam
rangka penyediaan barang dan jasapublik. Penge-
tahuan tentang kompetitor organisas yang didukung
oleh data maupun resources yang cukup guna
diproses secara rasond tentang cost (biaya yang
dkduakanorganisas) denbendfitataukeuntungenbersh
yangakanditerimaddam penyediaenbarangdanjasa
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Gambar 1. RencanaStrategik
Sumber: adopt from John M.Bryson, (1988, 50-51)
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Berdasar tekanan-tekanan yang dihadapi
organisad, klien dan pelanggan yang dihadapi dan
bentuk hubungan dengan organisas lainnyameru-
pakan variabe lingkungan eksterna yang dikalkulas
sebagai pel uang (opportunity) bagi organisas yang
dihitung secaracermat sehinggarengrayang disusun
dapat diimplementasikan dan memberikan keun-
tungan sebagaimanayang diharapkan.

Kedua, merevitalisas lingkunganinterna
organisasi dengan menggunakan analisis swot
(kekuatan, kelemahan, peluang dan potens) yang
dimiliki organisas dari analisisini organisas akan
merekomendas perubahan yang terjadi ddamorga:
nisas untuk menjawab kelemahan organisad, sehing-
gaorganisas diharapkan mampu atau bersinergi
dengan desain renstra lingkungan eksternalnya.
Adapunlingkunganinternd organisas mdiputi: (1).
Mengidentifikas existing condition organisas yaitu:
(8. sumberdayamanusayang dimiliki mengandisis
sumberdayamanusia, saranadan prasarana, infor-
masi, anggaran yang tersedia, (b). teknologi yang
akan digunakan, (c). menempatkan pegawai ber-
dasar kompetens yaitu kompetens mangjeria, tek-
nikal, sosd dan intelektud. Artinya, desain struktur
organisas dilakukan dalam rangka melakukan
revitalisasi disesuaikan dengan kebutuhan akan
pegawai yang mempunyai kapasitasdi bidangnya
danmempunya respongbitassertaakuntabilitasyang
tinggi dalam pencapaian tujuan organisasi. (2).
Menganalisis perubahan bersifat fungsional atau
menyeluruh, (3). Konteks perubahan berdasar pada
sgjarah atau outcomes (hasil).

Pilihan organisas terhadap desain lingku-
nganinterna danlingkungan eksternd organisas yang
telah diputuskan dengan memperhatikan mandat
yang diberikan oleh mang emen puncak sertamis
yang harus diikuti oleh organisasi diharapkan
organisas mampu menghadapi tantangan, mampu
menyusun proposal dan program sertakegiatan,
kemudian diharapkan mampu mewujudkan visi
organisasi masa depan serta dapat bertindak
sebagai manaditungkan dalam renstra organisasi
publik.

Dengan demikian revitalisas yang telah
disusun dalam rangkamengembangkan organisas,
makakonsekwens terhadap kebutuhan penyediaan
renstratersebut sangat penting, seperti: good will
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pi mpinan daerah dalam menerapkan rengtratersebut
secarakonsekwen dan bertanggung jawab.

Revitalisasi Organisasi Sektor Publik Dengan
Standarisasi Pelayanan Prima

Untuk mencapai pelayanan primadalam
organisas publik meliputi: primadaam pengdolaan
untuk meningkatkan kinerjadilaksanakan secara
humanis, respong f, merata, menci ptakan organisas
yang kapabel berinovas dan berkelanjutan meres-
pon perubahan berdasar lingkungannya.

Organisas dengan standar pelayanan prima
ditunjukkan dengan kinerjasuperior yaitu menerap-
kan efisens dan efektifitas. khususnyabiayadaam
mempertemukan kebutuhan organisas dengan peru-
bahan lingkungannya. Kemampuan untuk menilai
tidak efektif sebuah organisasi melalui diagnosis
kinerjadaamrangkameningkatkan profesond kerja
meldui proses analigscek, recek dan menyesuaikan
batasan kerangkaandig syang digunakan, mereview
catatan meliputi e emen sistem organisas mempe-
ngaruhi kinerja (Swanson, 2007: 52). Proses
diagnosiskinerja organisad dilakukan olehmanger
melaui: pengakuan, memonitor, merespon karakter
organisasi, pembuatan keputusan dan mengadaan
analisis. Adapun prosesdiagnosis, meliputi: (a).
mendiagnosiskarakteristik organisas (lingkungan
internd daneksternd), Situad, budayaorganisas dan
politik dengan mengamati, (b). mendiagnosis
karakteristik pembuatan keputusan melalui kon-
sensusdan harapan semuapembuat keputusan dan
dukungan intervensi meningkatan kinerja, (c).
Mendiagnosiskarakteristik analissdiagnosisahli
memilih pendekatan terbaik dan alat untuk situas
khusus, seperti: 1SO: 9000 (quality management),
(d). Workplaces learning: melalui pendidikan dan
training untuk meningkatkan kinerja individu,
mengembangkan knowledge mang emen: ide seder-
hanaditansfer keorganisas dengan carabak dengan
menggunakan pendekatan human dan kemasyara-
katan.

Tugas mangjer dalam pelayanan primadi-
ukur dengan: (1). Kinerjaanggaran, (2). Pertumbu-
han dan jangkauan anggaran untuk kembali modal,
(3). Menggunakan prosedur, (4). Mendefinisikan
arusindustri secarakontinyu menghasilkan produk



danlayanan, (5). Kecepatan merespon perubahan
pasar atau dinamikaeksterna lainnya.

Bary, Zathami danParasuramen(Htzsmmons
1999 dalam Muchtar Hidayat, 2008, 90) mengeva-
luas kuditaspeayanan: (1) Tangible, mdiputi: fas-
litasfisik, perlengkapan, pegawai dan saranako-
munikas, (2) Reliability, yakni kemampuan mem-
berikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera
danmemuaskan, (3) Dayatanggap (responsiveness),
(4). Jaminan (assurance), (5) Empati (empathy).

Adapun aks yang dilakukan ddammening-
katkan pelayanan primabagi pegawa ddammening-
katkan kualitaspelayanan. Zulian Yamit (2005, 21)
ddam Muchtar Hidayat, mdiputi: 1). Exellent, yaitu
standard pelayanan prima (2). Customer yaitu
perorangan, kelompok/departemen atau perusahaan
yang menerima, membayar output pelayanan, (3).
Service, yaitu kegiatan utamaatau pel engkap yang
tidak secaralangsung tetapi lebih menekankan pada
pelayanan transaks antarapembdi dan penjud (4).
Quiality yaitu secarakhusus dapat dirabadan sifat
yang dimiliki jasa, (5). Levels, yaitu sistem yang
digunakan untuk memonitor (6). Concistent, yaitu:
tidek meimiliki variad dan semuape ayanan berjdan
sesual standard yang telah ditetapkan, (7). Delivery
yaitumemberikan pel ayanan dengan caradan waktu
yang benar. Selanjutnya, karakteristik pelayanan:
(D). Intangibility, (2). Inability to inventory, (3).
Produks dan konsums secarabersama-sama, (4).
Sangat mudah, (5). Sangat dipengaruhi faktor luar,
seperti teknologi (2005, 22).

Dengan berpedoman pada sendi-sendi
pelayanan publik yang ditetgpokan ddam KEPMENPAN
tersebut, gparat instans penyel enggaraan pelayanan
publik dapat memberikan pelayanan prima. Dalam
KEPMENPAN, ditetapkan 8 (delapan) sendi
pelayanan primayaitu mdiputi: @) Kesederhanaan,
b) Kegjelasan dan kepastian, ¢) Keamanan, d)
Keterbukaan, €) Efisend, f) Ekonomis, g) Keadilan,
dan h) Ketepatan waktu.

Rincian dari sendi-sendi pelayanan prima
tersebut sebagal berikut: (a). Kesederhanaan, daam
arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan
disalenggarakan secaramudah, lancar, cepat, tidak
berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilak-
sanakan; (b). Kegelasan dan kepastian; adanya
ke el asan dan kepastian mengenai: 1) Prosedur/tata
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carapelayanan umum, 2) Persyaratan pelayanan
umum, baik teknis maupun administratif, 3) Unit
kerja dan atau pejabat yang berwenang dan ber-
tanggung jawab dalam memberikan pelayanan
umum, 4) Rincian biayaltarif pelayanan umum dan
tatacarapembayarannya, 5) Jadwal waktu penyele-
salan pelayanan umum, 6) Hak dan kewgjiban baik
dari pemberi maupun penerima pelayanan umum
berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/
kelengkapannya sebagai alat untuk memastikan
mula dari prosespe ayanan umum hinggake penye-
lesaiannya, 7) Pegjabat yang menerima keluhan
masyarakat gpabilaterdapat sesuatuyangtidek jelas
dan atau tidak puas atas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat (pelanggan); (c). Keamanan
daam arti bahwaprosessertahasi| peayanan umum
dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta
dapat memberikan kepastian hukum; (d). Keterbu-
kaan dalam arti prosedur atau tatacara, persyaratan,
satuan kerja pejabat penanggung jawab pemberi
pel ayanan umum, waktu penyel esaian danrincian
biayaltarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
prosespeayanan umumwgib diinformasikan secara
terbukaagar mudah diketahui dan dipahami oleh
masyarakat, baik dimintamaupun tidak diminta;
(e).Efisien, dalam arti: 1) Persyaratan pelayanan
umum dibatasi hanyapadahal-ha yang berkaitan
langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan
dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara
persyaratan dengan produk pelayanan umum yang
diberikan, 2) Dicegah adanyapengulangan keleng-
kapan persyaratan padakonteksyang sama, dalam
hal proses pelayanannyakel engkapan persyaratan
dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang
terkait; (f). Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya
pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar
dengan memperhatikan: 1) Nila barang danataujasa
pel ayanan umum/tidak menuntut biayayang tinggi
diluar kewgjaran, 2) Kondisi dan kemampuan
masyarakat untuk membayar secara umum, 3)
K etentuan perundang-undangan yang berlaku; (g).
Keadilan yang merata, dalam arti cakupan atau
jangkauan pelayanan umum harusdiusahakan sduas
mungkin dengan distribus yang meratadan diper-
lakukan secaraadil; (h). K etepatan waktu, dalam
arti pel aksanaan peayanan umum dapat disdesaikan
ddamwaktu yang telah ditentukan
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Dengan ditergpkannyapringp-prinsp pela-
yanan primatersebut, makakuditaspel ayanan akan
dapat ditingkatkan. Kemudian untuk mengetahui
kinerjape ayanan aparatur pemerintah kepadama-
syarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat
masyarakat terhadap pe ayanan. Untuk mewujudkan
maksud tersebut Pemerintah melalui Menteri
Pendayagunaan A paratur Negara mengel uarkan
keputusan No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Umum Penyusunan I ndeks K epuasan M asyarakat
Unit Pelayanan Instans Pemerintah.

Menurut KEPMENPAN tersebut, maksud
dan tujuan pedoman penyusunan IKM adalah
sebagal acuan bagi Unit Pdlayanan Instang Pemerin-
tah dalam menyusun IKM dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat kinerjaunit pelayanan secara
berkalasebaga bahan untuk menetapkan kebijakan
ddam rangkapeningkatan kuditas pelayanan publik
selanjutnya. KEPMENPAN No. 25/2004 merupa
kan pengembangan dari prinsp-prinsip pelayanan
sebagamanatel ah ditetgpkan ddam KEPMENPAN
No. 63/2003. Dari hasil pengembanganitu kemudian
ditetapkan 14 unsur yang relevan sebagai unsur
minimal yang harus adauntuk dasar pengukuran
indekskepuasan masyarakat (IKM) yaitu: (1) Pro-
sedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pela-
yananyang diberikan kepadamasyarakat dilihat dari
S5 kesederhanaan aur pelayanan; (2) Persyaratan
pelayanan, yaitu persyaratan teknisdan adminisretif
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan se-
suai dengan jenis pelayanannya; (3) Kejelasan
petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian
petugasyang memberikan pelayanan (nama, jabatan
sertakewenangan dan tanggungjawabnya); (4) Ke-
disiplinan petugas pelayanan yaitu kesungguhan pe-
tugasddam memberikan pelayanan terutamaterha-
dap konsistensi waktu kerjasesual ketentuan yang
berlaku; (5) Tanggungjawab petugas peayananyaitu
kej el asan wewenang dan tanggungjawab petugas
dalam memberikan/menyel esaikan pel ayanan kepa:
damasyarakat; (6) Kemampuan petugas pelayanan
yaitutingkat keahlian danketerampilan yang dimiliki
petugas dalam memberikan/menyel esaikan pelaya
nan kepadamasyarakat; (7) Kecepatan pelayanan
yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan da-
lamwaktu yang telah ditentukan oleh unit penydeng-
garapelayanan; (8) Keadilan mendapatkan pela-

Jurnal llmu Administrasi Negara, Volume 9, Nomor 1, Januari 2009: 43 - 51

yanan yaitu pel aksanaan pelayanan dengan tidak
membedakan golongan/status masyarakat yang
dilayani; (9) Kesopanan dan keramahan petugas
yaitu skap dan perilaku petugasdalam memberikan
pelayanan kepadamasyarakat secarasopan danra-
mah sertasading menghargal dan menghormati; (10)
Kewajaran biaya pelayanan yaitu keterjangkauan
masyarakat terhadap besarnyabiayayang ditetgpkan
olehunit peayanan; (11) Kepastian biayapel ayanan
yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
dengan biayayang telah ditetapkan; (12) Kepastian
jadwal pelayanan yaitu pel aksanaan waktu pelaya-
nan sesual dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
(13) Kenyamanan lingkungan yaitu kondis sarana
dan prasarang, pelayananyang bersih, rapi dantera:
tur sehinggadapat memberikan rasanyaman kepada
penerimapdayanan; (14) Keamanan pdayananyaitu
terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang
digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang
untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang diakibatkan dari pel aksanaan pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian, Agus
Suharsosno, (2007:103-104) bahwakualitaspela-
yanan memenuhi variabel tangibility, reliability,
responsiveness, assurance dan emphaty di Kantor
Pelayanan Pgjak Surabaya\Wonaocol o telah dilak-
sanakan akan tetapi untuk mendapatkan kualitas
pelayanan primadibutuhkan standarisas pelayanan,
pemenuhan fasilitas pel ayanan dan ketersediaan
peraatan (kertasdan lain-lain). Demikian halnya,
hasi| pendlitian Hidayat Muchtar (2008: 289-290)
bahwakualitas pelayanan memiliki pengaruh signi-
fikan terhadap kepuasan wagjib pajak maupun kepa:
tunanwgib pgak dankepuasanwagjib berpengaruh
padakepatuhan wajib pajak.

Sdandari kuditaspe ayanan menggunakan
variabel kuaitaspelayanan diatas, maka Bambang
Handoko (2007:112-113) mengemukakan bahwa
drategi peayanan Publik ddamrangkameningkatkan
mutu pelayanan melaui strategi pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM), sebagaimanadiamati
dari hasll penditianmeaui andissSWOT di Insta
las Rawat Jalan RSU Dr. Soetomo Surabayabahwa
IKM padatahun 2006 dan 2007 tidak mengalami
peningkatan maupun penurunan. Hal ini tidak terlepas
dari berbagal upayayang dilakukan oleh IRJantara



lain: perbaikan alur pelayanan, program kompu-
terisad, peningkatan kenyamanan ruang tunggu dan
ruang periksa, peningkatan penampilan petugasbak
kinerjafisk maupun carakomunikas, menerapkan
manajemen komplain dan mengembangkan
Customer Relationship Management

Berdasarkan has| pendlitian tentang Model
Pelayanan Publik yang Efisen dan PrimaDi Kabu-
paten Pamekasan Propins Jawa Timur ( 2005: 91-
92) dianaisisdengan menggunakan anaisisswot.
Pelayanan di UPT Kabupaten Pamekasan belum
mencapal pelayanan yang efisendan prima, hd ini
karena: (a). UPT yang belum diberikan kewenangan
sebagal ingtitus yang menjaankan pelayananyang
“one stop service”; (b). Dampak UPT yang belum
diberikan kewenangan tersebut penyel esaian periji-
nan mas htergantung padadinas-dinasyang terkait
daninilah yang membuat penyelesaian perijinan
semakin lama; (c). UPT di Pemkab Pamekasan
belum optimdl, itu dikarenakan personil-personil yang
melayaninyabelum memiliki kemampuan sebagai
pelayanan yang profesiond; (d). Saranadan prasa-
ranayangdimiliki jugasanget terbatas, sshinggaUPT
Pemekasantidak dapat memberikan pelayananyang
efisendanprima

Adakecenderungan dinas/ instans terkait
untuk tidak melepasperijinan yang menjadi wilayah-
nya. Hal ini perlupoliticall will pemerintah (Bupati)
untuk memberikanlegditaskepadaUPT Pamekasan
sebagai “one stop service”.

Upaya Mengelola Organisasi sedang Decline
secara Prima

Dadammengevaued kinerjaorganisas untuk
mengetahui kondis organisas saet ini dalam kategori
organisag: dari kondis organisas tumbuh kedecline
atau dari kondisi matang ke kondisi decline dapat
dilakukan upayasebagal berikut: (1). Lakukan peru-
bahan secaradramatismula hari ini dengan mengon-
trol pendapatan dan bel anjasecaraserius kapasitas
fiskd, kurangi mangemenmdadui downsizing , inflad
danreses. (2). Proses mang emen: pejabat publik
memutuskan apayang harus dilakukan dan akan
mendapatkan apadari apayang sudah dilakukan.
Padafaseini: planning, implementas danevaluas
kegiatan untuk mengukur kinerja, atau fokus pada
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kegiatan organisas melalui realokas persond, (3).
Terminas (Cigler, 1990, 639-640)

Selanjutnya, Cigler (1990, 639-640) me-
ngemukakan bahwamang er bertugasuntuk mengi-
dentifikas problem dalam organisas bebergpapene-
litian menunjukkan penyebab decline sebuah orga-
nisas ada ah: (1). Rendahnyamoral pegawai dalam
mencapal tujuan dan berkomitmen, (2). Dukungan
pegawai berdasarkan rewardsmelaui kriteria: ).
Normaprofesiona, b). Prosedur pelayanansipil, €).
Komitmen padatindakan afirmatif, d). Kolektif bar-
gaining agreements. Dampak dari kondisi organi-
sas mengaami decline addah: (1). manger menjadi
tindak nyaman, frustas dan kesempatan untuk sukses
menjadi kecil, (2). Turnover manger meningkat, (3).
Tidak adagstem, kill, paraspesdis. Tantangannya
bagaimanamenangani organisas yang mengalami
decline menuju ke organisas yang Sukses.

Caramengdolaorganisas yang mengdami
decline secaraberhasi| ada ah sebagai berikut: (1).
Mengurangi biayarata-rataadministras, (2). Beda-
kan dan lakukan andid ssecarahati-hati tentang ma:
sdlah esend organisas danyangtidak esens ddam
prosesorganisas, (3). Mengeliminas dengan cepat
kemungkinan bagian bukan esensi dari program
organisad; dankembai meakukaninvestas sumber
yang aman dalam bagian esens organisasi., (4).
Mengidentifikas departemenyangtidak efisendan
mereorganisas satu demi satu, (5). Setelah selesal
mereorganisas bagian yang non esensi makalaku-
kan kegiatan baru dengan tujuan mengangkat organi-
sas kembdi (Cigler, 639-640)

Sedangkan, menurut Denhart (1987, 12-13)
merekonstruks organisas yang menga ami penuru-
nan: (1). Menguji misi organisasi dan melakukan
investas marjind, (2). Mengis kembali mekanisme
pilihan rasional, (3). Melibatkan pegawai dalam
proses pengambilan keputusan, (4). Keterbukaan
daamorganisas. Sedangkan problem utamaorgani-
sas yang mengd ami decline addah: (a). Rendahnya
kemampuan pegawai, (b). rendahnyakinerjapege-
wal, (c). Rendahnyamord pegawa, (d). Rendahnya
produktivitas pegawai, (€). Rendahnya akses ke
publik.

Selanjutnyadisarankan oleh Tighedalam
Denhart (1987, 119) kepada pemerintah lokal untuk
menggunakan pendekatan perencanaan dalam me-
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ngel olasumberdayayang terbatasmddui: (a). Pene-
tapan skalaprioritasyaitu membuat serangkaian
pedoman pendapatan dan pengurangan aktivitasbe-
kerja, (b). Meningkatkan konsensusuntuk tindakan
bersama dengan mensyarakatkan mang er mempu-
nyai hubungan secaraefektif antar persond, kelom-
pok kecil, danskill politik, (¢). Untuk meningkatkan
Kinerja organisasi publik dengan menggunakan
pendekatan new public menagement dan meng-
gunakan alternatif pengirimanan pelayanan dalam
mengantispas penurunan organisas. Sekarang ma:
najer harus dapat mengukur pel uang menurunnya
sumberdaya dan mengantisipasi dengan inovai,
melakukan perubahan kinerjauntuk menjadi prima
(exellent), (4). Tantangan organisas untuk mening-
katkan kinerjapegawa melalui: (a). Memotivas
pegawal sampai padatingkat rasamemiliki (self
esteem) dan orang-orang dapat blossom, (b).
mengganti sstemnila dari malas, hanyamenunggu,
berbohong diganti dengan nilai sebagal pemenang
(winners).

Kinerja yang efektif diperlukan untuk
reinforcement di dasarkan padainformas bersifat
spesifik tentang kinerjadan untuk mencapal tujuan,
meliputi: rewards intangible lebih besar dari re-
wards tangible. Organisas dimotivas menjadi tim
pemenang sebagal bagian dari kelompok kecil yang
efektif secaraparsial dengan mengontrol jangkau-
annya, manger membutuhkan pendekatan desen-
tralisas kerjadan menggunakan pendekatan peme-
cahan masalah. Manajer menerapkan keeping staf
small (KISS) dengan fokuspadanila organisas dan
tujuan kecil dan komunikas sederhana, sedangkan
sikap nilai manajer harus” people acting even in
small ways”, melakukan sesuatu dengan cepat dan
belgjar efektif, melakukan adaptas dan difusi dan
berkomitmentinggi.

SIMPULAN

Organisad di sektor publik dihadapkan pada
pilihan untuk mel aksanakan kegiatan secaraprima,
akuntabilitas tinggi dan responsibilitas. Upaya
membangun kinerja berbasis prima dengan
memperhatikanfaktor internd lingkungan (organisas)
danfaktor eksternal organisas yaitu tekanan dari
daamdanluar negeri, kelompok sasaran (klienatau
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pelanggan) dan bentuk kerjasamaorganisas yang
diinginkan.

Berbagal persoalan dapat diidentifikasi da-
lam meningkatkan kinerja: individu, kelompok mau-
pun organisas . Berbagal konsep diatasdapat dijadi-
kan sebagai dternatif dalam merevitaisas kondis
organisasi sektor publik yang mengalami decline
atau mengantisipas kondis organisas saat ini.

Berdasarkan hasil pendlitian di Kabupaten
Pamekasan menunjukkan kelemahan internal
organisas (Unit Pelayanan Terpadu) yang belum
dipersiapkan secaramandiri dalam bentuk badan
atau kantor sehinggape aksanaan model pelayanan
primamemenuhi 8 kriteriaseperti: kesederhanaan,
kejel asan dan kepastian pelayanan, adanyakeama
nan, adanyaketerbukaan, efisens, ekonomis, kea-
dilan dan ketepatan waktu sebagaimanadiuraikan
diatas belum dapat dilaksanakan secarakonsisten.
Dengan adanya kelemahan dalam pendelegasian
kewenangan oleh lembaga atau instans terkait
sehingga penye esa an pel ayanan dadam segi waktu,
biaya, prosedur cenderung kurang efisend, prosedur
berbelit dan pada akhirnya mendorong ketidak
puasan masyarakat.

Untuk itu pilihan organisas menggunakan
pel ayanan primakedepan menjadi urgent adanya,
mengingat kedepan pilihan untuk menggunakan
kinerjaberstandard internasional sudah semakin
mendesak dan beberapapenye enggarapendidikan,
kesehatan dan perijinan telah mengelola dengan
standard 1SO. Oleh karenanya, perlu diperhatikan
dengan benar tentang upayamerevitdisas organisas
sektor publik dengan menguasal konseptua rencana
srategik sekaiguskemampuan menuangkan ddam
aktivitasnya.
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